
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten 
perlu mendukung pendanaan Pendidikan di Daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di 
Kabupaten Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga 
kependidikan yang berkualitas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah 
Daerah Kabu paten Temanggung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik.Indonesia Nomor 567; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 ten tang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 
Tahun 2011 ten tang Pendidikan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 23); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 
Tahun 2015 ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional 
Sekolah; 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabu paten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bu pati adalah Bu pati Temanggung. 
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kabupaten Temanggung. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

Kabu paten Temanggung. 
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang 

menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap 
jenjang dan jenis Pendidikan. 

7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan . 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 
jenis satuan pendidikan tertentu. 

8. Pendidik adalah tenaga prof esional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraari pendidikan, yang bertugas 
merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 
satuan pendidikan. 

10. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah 
Bantuan kepada Sekolah yang peruntukannya untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan. 

11. Taman Kanak-kanak atau Bustanul Athfal atau Roudhotul Athfal atau Taman · 
Kanak-kanak Luar Biasa adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 
usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

12. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa adalah 
salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan 
Pendidikan umum padajenjang Pendidikan dasar. 

13. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah 
Menengah Pertama Luar Biasa adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan 
formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan 
Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL 
SEKOLAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

MENETAPKAN 

/ 



. 
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud · 
dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 

Pasal 7 

Penggunaan Dana Ban tuan Operasional Sekolah Daerah Kabu paten Temanggung di 
dasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, antara lain; Pembiayaan 
penerimaan peserta didik baru, Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler, Kegiatan 
Evaluasi pembelajaran, Pengelolaan Sekolah, Langganan Daya/Jasa, Pemeliharaan 
dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pembayaran Honor dan Biaya 
lainnya yang diputuskan berdasarkan musyawarah Dewan Guru dan Komite. 

Pasal 6 

(1) Besaran biaya di Sekolah Negeri dihitung berdasarkan kuota kebutuhan sekolah 
yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

(2) Besaran biaya di Sekolah Swasta dihitung berdasarkan jumlah peserta didik 
dengan satuan biaya per peserta didik pada satuan pendidikan yang disesuaikan · 
dengan kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 5 

BAB III 
BESARAN BIAYA 

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pemberian bantuan 
Operasional Sekolah Daerah di Sekolah Negeri/Swasta di lingkungan . Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta Sekolah Swasta di Lingkungan 
Kernen terian Agama Kabu paten Temanggung: 
a. Taman Kanak-Kanak (TK)/Roudlatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA); 
b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan 
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP 

Terbuka) / Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Pasal4 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pengalokasian 
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah. 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan acuan 
dalam penyampaian Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah agar efektif', . 
efisien, transparan dan akuntabel. 

Pasal2 

BAB II 
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ' 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR It 

BAMBANG AROCHMAN 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal I Mta'II• 

BUPATI TEMANGGUNG, 

Ditetapkan ~di Temanggung 
pada tanggal 17 . 

, ~ .. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal8 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

7 - 


